SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

INSENTIF PAJAK DAERAH BERUPA PENGENAAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN)
UNTUK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

Mengingat

PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa kebijakan insentif pajak daerah berupa pengenaan
sebesar 0% (nol persen) untuk bea balik nama kendaraan
bermotor penyerahan kedua dan seterusnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0% (Nol
Persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan
Kedua dan Seterusnya berakhir tanggal 31 Desember 2023;

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, animo masyarakat untuk

mendaftarkan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor
kedua dan seterusnya pada masa pemberian insentif pengenaan
0% (nol persen) cukup tinggi dan berdampak positif terhadap
pemuktahiran data kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga
insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0% (nol
persen) untuk bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan
kedua dan seterusnya perlu kembali diberikan kepada
masyarakat dan diatur dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan
Sebesar 0% (Nol Persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 2041);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH
BERUPA PENGENAAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) UNTUK BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN
SETERUSNYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga
sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak, atau
perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha.

3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau
kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

4. Penyerahan Kedua dan Seterusnya adalah penyerahan hak
milik Kendaraan Bermotor yang sebelumnya sudah pernah
didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan telah memenuhi kewajiban pembayaran BBNKB
atas penyerahan pertama, baik di dalam maupun di luar
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



BAB II

PENGENAAN BBNKB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA

Pasal 2

(1) Gubernur memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan
BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan
Seterusnya sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

(2) Pengenaan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan secara jabatan tanpa permohonan wajib
pajak melalui penyesuaian sistem informasi pajak daerah.

Pasal 3

Insentif Pajak Daerah berupa Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan
Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sejak mulai berlakunya Peraturan
Gubernur ini, sampai dengan ketentuan BBNKB berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

(1) Gubernur menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda yang terutang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan terhadap objek BBNKB, untuk Kendaraan
Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya yang menerima
insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0% (nol persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan secara jabatan tanpa permohonan wajib pajak
melalui penyesuaian sistem informasi pajak daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Terhadap BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan
Seterusnya yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan
Gubernur ini, tidak dapat diajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak daerah.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 29 Tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa
Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) untuk Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023
Nomor 72017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 72019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP 197¢12062002121009



